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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA 

TANJUNGPINANG 

 

Gatri Wahyu Maulana Putra, 17622197, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang  

Gatriwahyump30@gmail.com 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat efektivitas PAD,  dan tingkat kemandirian 

daerah Kota Tanjungpinang. 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif. Objek penelitian ini berupa data laporan realisasi APBD Pemerintah 

Kota Tanjungpinang tahun 2015-2019, Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan dua cara  wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganlisis dokumen 

yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan informasi dan mendiskripsikan 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertumbuhan PAD, efektivitas, dan 

kemandirian daerah pada tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, yang disebabkan 

oleh pendapatan wajib pajak, retribusi, serta berbagai komponen PAD lainnya. 

 Dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum mengoptimalkan kinerja 

pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD, adanya kendala dalam penerimaan 

pajak daerah yang disebabkan oleh faktor eksternal, dan internal, dan menuntut 

pemerintah mengoptimalkan serta menggali sumber-sumber PAD yang pontensial 

untuk dikembangkan. 

 

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan, efektivitas, kemandirian. 

 

Dosen Pembimbing I    : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak. 

Dosen Pembingbing II  : Eka Kurnia Saputra, S.T., M.M. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) IN TANJUNGPINANG 

CITY 

 

Gatri Wahyu Maulana Putra, 17622197, Accounting, Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang  

Gatriwahyump30@gmail.com 

 

 The purpose of this study was to determine the growth of Regional Original 

Income (PAD), the level of effectiveness of PAD, and the level of regional 

independence of Tanjungpinang City. 

 The method used in this research is descriptive quantitative method. The 

object of this research is in the form of report data on the realization of the 

Tanjungpinang City Government APBD in 2015-2019, data collection techniques 

carried out in two ways, interviews, and documentation. The data analysis 

technique used is to collect, compile, process, and analyze the documents that 

have been obtained so that they can provide information and describe 

 The results of this study indicate that the growth of PAD, effectiveness, and 

regional independence in 2015-2019 fluctuated, caused by taxpayer income, 

levies, and various other PAD components. 

 It can be concluded that the government has not optimized the performance 

of local governments in increasing PAD, there are constraints in local tax 

revenues caused by external and internal factors, and demands that the 

government optimizes and explores potential PAD sources to be developed. 

 

Keywords: Regional Original Income, growth, effectiveness, independence. 

 

Supervisor I  : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak. 

Supervisor II   : Eka Kurnia Saputra, S.T., M.M. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah setelah reformasi telah melakukan berbagai upaya untuk 

menstabilkan perekonomian dan ketahanan Negara. Oleh karena itu, pemerintah 

merancang program dalam tangka penciptaan good governance dan pembangunan 

nasional. Indikator pencapaian tata pemerintahan yang baik dan agenda 

pembangunan yang adil diantaranya, akuntabilitas, efektivitas, efisien, 

menjunjung tinggi supermasi hukum, serta membuka partisipasi masyarakat yang 

dapat menjamin kelancaran, Menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan 

dan pembangunan nasional secara harmonis 

Semenjak reformasi dibidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan 

bergulir serta berkembangannya perekonomian yang semakin meluas, nyata, dan 

bertanggungjawab, maka pemerintah pusat memberi kesempatan dan wewenang 

kepada pemerintah daerah.Semua daerah berhak memperoleh sumber pendapatan 

berdasarkan urusan pemerintahan. Pembangunan daerah merupakan upaya 

pemerintah pusat melakukan pemerataan pembangunan nasional secara adil dan 

berimbang. Dalam hal ini Pembangunan daerah salah satu agenda pembangunan 

nasional yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan pemerintah 

daerah untuk mengembangkan potensi daerah, meningkatkan kinerja pemeritah 

daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 
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Dalam mewujudkan pembangunan daerah adanya usaha dari berbagai 

pelaku, yaitu Pemerintah, sektor swasta, dan kelompok masyarakat lainnya 

menghadapi ketergantungan dan keterkaitan fisik, sosial, ekonomi, dan 

lingkungan lainnya untuk memiliki peluang baru untuk meningkatkan 

kesejahteraan daerah yang berkelanjutan untuk memiliki peluang baru 

meningkatkan kesejahteraan dearah yang berkelanjutan.  

Salah satu wujud kebijakan pemerintah pusat melalui kebijakan otonomi 

daerah dan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diatur dalam 

satu paket Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah 

menjelaskan tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, 

dan daerah, serta Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan daerah 

memberikan landasan hukum bagi desentralisasi fiskal dan menjelaskan 

pembagian kerja dalam masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah daerah-

daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri. 

. Melalui otonomi daerah, daerah akan lebih mandiri, tidak lagi bergantung 

pada pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta masyarakat akan lebih 

berperan aktif dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat daerah itu 

sendiri. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menjaga dan meningkatkan tata 

kelola dari segi keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan kemampuan 

mengelola pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. 

Halim (2011) menjelaskan karakteristik utama sesuatu daerh yang mampu 

melakukan otonomi, ialah( 1) keahlian keuangan wilayah, maksudnya daerah 

wajib mempunyai kewenangan serta keahlian untuk menggali sumber- sumber 
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keuangan, mengelola memanfaatkan keuangan sendiri yang mencukupi 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannnya, serta (2) ketergantungan 

kepada dukungan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, supaya Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dapat menjadi sumber keuangan terbesar sehingga peran 

pemerintah daerah jadi lebih besar. 

Kemandirian suatu daerah dapat diukur dengan tingkat pendapatan asli 

daerahnya PAD yang tinggi. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiscal) 

menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan, 

pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada mereka yang telah membayar 

pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan dibandingkan dengan sumber 

pendapatan daerah lainnya misalnya bantuan dari pemerintah pusat atau sumber 

lain. Oleh karena itu, PAD merupakan sumber daya milik daerah yang 

menyediakan dana daerah untuk melaksanakan semua program yang direncanakan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Salah satu 

alat kebijakan utama pemerintah daerah sebagai alat pengambilan keputusan dan 

perencanaan pembangunan, mengukur kemampuan menentukan besar pendapatan 

dan pengeluaran, dan potensi daerah. Menurut Permendagri No 21 Tahun 2011, 

APBD adalah renacana keuangan tahunan Pemerintah daerah dibahas dan 

disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta diterapkan menurut peraturan 

pemerintah daerah.  

Penerimaan Kabupaten dan Kota yang tercermin dalam APBD berasal dari 

PAD yakni pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil BUMD, penerimaan dari 

dinas-dinas dan penerimaan lainnya, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, 
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sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari provinsi sebagai 

atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman. Disamping proyek 

pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi berada di Kabupaten Kota, juga 

terdapat proyek pembangunan Kabupaten Kota yang tercermin dalam APBD 

Kabupaten Kota yang bersangkutan didalamnya terdapat PAD yang bebas 

Digunakan oleh Kabupaten Kota berdasarkan prioritas. terlebih peran PAD dan 

APBD Kabupaten-Kota dalam pembangunan daerah sangat berarti. sebab, 

mungkin diperlukan sebagai dana yang memadai untuk proyek pusat. 

Untuk meningkatkan APBD dan keluasan dalam penyusunan anggaran, 

pemerintah daerah harus meningkatkan penerimaannya agar program yang telah 

terancang dapat terlaksana dengan baik. PAD memiliki peran penting dalam 

menentukan kemampuan Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan dan program 

pembangunan pemerintah. Namun pada realitasnya kontribusi PAD relatif lebih 

kecil dibanding dengan sumber penerimaan daerah lainnya dalam membiayai 

aktivitas dan program-program pemerintah. Secara umum sumber danaPemda 

paling banyak berasal dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan kemampuan 

daerah mengelola sumber pendapatan asli daerah masih rendah dan 

ketergantungan daerah sangat besar dari Pemda terhadap pemerintah pusat. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan RAPBD tahun 2020 

sebesrar Rp. 87, 95 Triliun. dengan rinciannya pendapatan asli daerah (PAD) Rp 

57,56 triliun, dana perimbangan Rp 21,61 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah 

yang sah Rp 3,01 triliun.PAD berasal dari pajak daerah Rp 50,17 triliun, retribusi 

daerah Rp 755,75 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 
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750 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 5,88 triliun. Sementara dana 

perimbangan berasal dari dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp 17,82 

triliun dan dana alokasi khusus Rp 3,79 triliun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

akan meningkatkan PAD dengan beberapa cara yaitu seperti optimalisasi 

penerimaan pajak daerah dengan menerapkan sistem online, menagih piutang 

dengan melibatkan aparat penegak hukum, menghukum wajib pajak yang 

melanggar, hingga mengembangkan aplikasi e-retribusi (Kompas 2019). 

Pemerintah Kabupaten Bandung, target kenaikan PAD dalam RAPBD 

tahun 2020 dinilai belum signifikan dan masih jauh dari nilai potensi yang bisa 

digali. Beberapa potensi di dinas tertentu dinilai belum optimalPikiranRakyat.com 

(2019). 

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Kota 

Tanjungpinang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 yang 

ditandatangani oleh Presiden RI Abdurahman Wahid pada tanggal 21 juni 2001, 

dan dicatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85. 

Peresmian Kota Tanjungpinang menjadi daerah otonom oleh Menteri Dalam 

Negeri Hari Sabono, dilaksanakan secara serentak bersama 11 kota lainnya pada 

tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta. Tanggal peresmian inilah dijadikan sebagai 

momen peringatan ulang tahun Kota Tanjungpinang sebagai kota otonom. Jumlah 

penduduk dapat dikatakan sebagai aset penting dalam menggerakkan roda 

pembangunan suatu daerah. Dari tahun ke tahun, jumlah penduduk Kota 

Tanjungpinang mengalami laju pertumbuhan, menurut data Disdukcapil Kota 

Tanjungpinang jumlah penduduk Kota Tanjungpinang tercatat sebesar 243.686 
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jiwa. Wilayah administratif pemerintah Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 

kecamatan dan 18 kelurahan. Dari segi perekonomian Kota Tanjungpinang 

kegiatan usaha yang memberikan kontribusi diperoleh dari secktor perdagangan, 

hotel, dan restoran.Kegiatan usaha yang memberikan kontribusi terbesar diperoleh 

dari sektor industri pengolahan serta dari sektor pengangkutan dan komunikasi. 

Berdasarkan data laporan keterangan pertanggung jawaban Walikota 

Tanjungpinang Tahun 2019, bahwa untuk tahun 2019 Pemerintah Kota 

Tanjungpinang telah berhasil merealisasikan PAD sebesar Rp.148,49 miliar 

mengalami kenaikan sebesar Rp. 5,16 miliar atau 3,76 persen dari Rp.137,34 

miliar. Saat ini kontribusi PAD terhadap APBD Kota Tanjungpinang relative 

sangat kecil yaitu hanya sekitar 14,22 persen. Namun kenyataannya penerimaan 

pajak daerah masih belum optimal, yaitu sebesar 57,12 persen dari PAD.  

Dari uraian diatas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa realitas 

mengenai rendahnya kinerja PAD sehingga tidak memberikan peranan yang 

begitu besar dalam membiayai pembangunan dan aktivitas pemerintahan, untuk 

itu pada penelitian ini peneliti ingin melihat kinerja PAD yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Tanjungpinang, dengan judul “Analisis Pendapatan Asli 

Daerah Kota Tanjungpinang” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan 

dikemukakan pada penelitian ini adalah 
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1. Bagaimana Pertumbuhan PAD Kota Tanjungpinang ? 

2. Bagaimana Efektivitas PAD Kota Tanjungpinang ? 

3. Bagaimana Kemandirian PAD Kota Tanjungpinang ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah untuk penelitian ini hanya difokuskan pada Pendapatan 

Asli Daerah Kota Tanjungpinang dengan periode pengamatan yaitu 5 tahun mulai 

dari tahun 2015 – 2019. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut untuk mengetahui Pertumbuhan, Efektivitas, Kemandirian PAD 

Kota Tanjungpinang. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian.  

1.5.1 Kegunaan Ilmiah 

Kegunaan penelitian ini untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan 

dan juga menerapkan mengenai tentang Pendapatan Asli Daerah di Kota 

Tanjungpinang. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan literature Akuntansi Sektor Publik (ASP). 
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2. Bagi Pemerintah Daerah 

Diharapkan menjadi masukan dalam mendukung kinerja 

pengelolaan pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang 

sehingga dapat mengoptimalkan sumber pendapatan daerah baik pajak dan 

restribusi agar aktivitas dan program pembangunan dapat terlaksana 

dengan baik dan lancar. 

3. Manfaat praktis 

Penulisan ini diharapkan agar penelitian dapat memberikan 

sumbangan informasi terkait dengan kinerja pengelolaan PAD dan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan memahami proposal ini, penulis merasa perlu 

mengemukakan sistematika penulisannya yaitu: 

BAB I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan               

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II : Tinjauan Pustaka, yang terdiri dari pembahasan terhadap 

teori- teori yang dapat digunakan sebagai rujukan terhadap 

masalah yang dikemukakan, kerangka pemikiran, hipotesis,dan 

juga penelitian terdahulu. 

Bab III : Metodologi penelitian, dalam bab ini peneliti akan melakukan 

pembahasan mengenai jenis penelitian, jenis data, teknik 
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pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data 

dan juga jadwal penelitian. 

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, yang mana bab ini penulis 

akan menyampaikan hasil analisis data yang telah dilakukan 

dan menjabarkan serta memberikan penjelasan analisisnya 

secara menyeluruh. 

BAB V : Kesimpulan dan saran, bab ini merupakan sebuah 

kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari laporan 

penelitian ini sekaligus sikap akhir dari penulis mengenai 

permasalahan yang di dalamnya. Selain kesimpulan mengenai 

hasil penelitian, penulis menyampaikan pula hasil pemikiran 

yang berupa rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang memerlukannya kelak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Teori 

2.1.1 Definisi Akuntansi 

Akuntansi merupakan proses mencatat, pengklasifikasian, pengikhtisaran, 

pengelolaan dan penyajian data, berbagai transaksi dari kejadian yang berkaitan 

mengenai keuangan sehingga penggunanya dapat mengerti serta dapat 

menggunakan data tersebut sebagai pedomandalam mengambil keputusan. 

Akuntansi berasal dari kata accounting dapat diartikan  mempertanggung 

jawabkan atau menghitung.  

Menurut Thomas Sumarsan (2013:1) menjelaskan bahwa: Akuntansi 

adalah seni pengumpulan, identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan transaksi atau 

peristiwa keuangan untuk menyediakan suatu informasi, berupa laporan keuangan 

yang kemudian digunakan oleh para pemangku kepentingan. Metode pencatatan, 

pengkategorian, analisis dan pengendalian transaksi dan aktivitas keuangan, dan 

kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi, meliputi: 

a. Mengidentifikasi dan mengukur data yang relevan untuk membuat 

keputusan  

b. memproses data yang berkaitan selanjutnya sebagai pelaporan 

informasi yang dihasilkan.  

c. Mengkomunikasikan informasi untuk pemakai laporan. 
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“Akuntansi merupakan pemprosesan pengklasifikasian, pencatatan 

sertapengikhtisaran kejadian ekonomi dilakukan berbagai cara yang logis untuk 

tujuan penyediaan informasi keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam 

pengambilan keputusan”. Menurut buku A Statement of Certified Public 

Accounting (AICPA) dalam Sofyan Syafri (2013:5) mengartikan akuntansi 

sebagai berikut “Akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran, dan 

penyampaian informasi keuangan sebagai sumber informasi yang dapat 

dipergunakan sebagai pertimbangan berbagai alternatif untuk mengambil suatu 

keputusan oleh para pemakainya. 

2.1.2 Akuntansi  Sektor Publik 

ASP  adalah suatu entitas yang mempunyai keunikan sendiri.Sektor publik 

mempunyai potensi ekonomi yang terbilang sangat tinggi oleh karena sektor 

publik bisa dikatakan sebagai entitas.organisasi sektor publik melaksanakan 

berbagai transaksi keuangan serta ekonomi,  namun berbeda dengan entitas 

ekonomi yang lain, misalnya  perusahaan komersial / swasta yang berfokus atau 

bertujuan mencari keuntungan, dimana organisasi sektor publik bertujuan dan 

berfokus untuk pelayanan publik bukan untuk mencari keutungan.  Dalam sudut 

pandang ilmu ekonomi, organisasi sektor publik dapat diartikan sebagai sebuah 

entitas yang bergerak dibidang usaha yang bertujuan untuk penyediaan 

barang/jasa dan pelayanan publik guna pemenuhan hak dan kebutuhan masyarakat 

/ publik. 
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Organisasi sektor publik mempunyai kesamaan dengan sektor swasta. 

Keduanya memanfaatkan sumber daya yang serupa guna mencapai tujuannya dan 

memiliki proses pengendalian yang hampir sama. Namun, dalam beberapa hal 

sektor swasta tidak mampu menggantikan fungsi organisasi sektor publik, 

contohnya dalam fungsi pemerintahan. Indra Bastian (2014:6) mengartikan bahwa 

“Akuntansi Sektor Publik merupakan teknik mekanisme dan analisia akuntansi 

yang ditetapkan terhadap pengelolaan anggaran masyarakat di berbagai instansi 

tinggi negara beserta berbagai departemen yang beradadi bawah kendalinya, 

BUMN, Pemerintah Daerah, BUMD, LSM serta yayasan social terhadap berbagai 

proyek kerjasama swasta dan pemerintah”. 

2.1.3 Definisi Kinerja 

Dwiyanto (1995) dikaji dari tujuan dan misi utama, kehadiran organisasi 

publik adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Kinerja 

organisasi publik dapat dikatakan berhasil apabila mampu mewujudkan misi dan 

tujuannya. 

Menurut Rue & Byars (1980) juga menyatakan kinerja sebagai tingkat 

pencapaian hasil atau “the degree of accomplishment”. Dengan kata lain, kinerja 

merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Pada pengertian ini kinerja 

diartikan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan mampu dicapai oleh 

organisasi. 

 



13 
 

 
 

2.1.4 Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 

1 ayat (2), (3), (6), (7), (8), dan (9) dijelaskan dibawah ini : 

a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

c. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia 

d. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 

e. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. 

f. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian UrusanPemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur 

sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah 
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tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai 

penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman 

teknis pengelolaan keuangan daerah 

a. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan 

daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan 

Daerah.Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan 

Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan 

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

b. Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan 

sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada 

Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem 

pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan 

kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima 

atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan 

keputusan Kepala Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2021 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan 

layanan daerah 
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a. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalahkontribusi wajib 

kepada daerah yang terutangoleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

b. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusiadalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh PemerintahDaerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah 

5. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 tahun 2012 tentang 

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang pajak 

daerah 

2.1.5 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

2.1.5.1 Definisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

Permendagri No. 21 Tahun 2011 menyiratkan bahwa APBD (Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah) ialah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 

yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah serta DPRD, dan ditetapkan 

dengan peraturan daerah. Dalam penerapannya, APBD ditetapkan berdasarkan 

peraturan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara dan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
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Pengertian lainnya, APBD merupakan salah satu perangkat kebijakan yang 

digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

pelayanan publik di daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

merupakan bagian dari rencana keuangan tahunan dan merupakan alat kebijakan 

strategis yang penting bagi pemerintah daerah.Dimana, anggaran daerah ini yang 

nantinya digunakan sebagai alat untuk menentukan jumlah pendapatan dan 

pengeluaran. Selain itu APBD sebagai pendukung pengambilan keputusan dan 

perencanaan pembangunan, dan juga berfungsi sebagai panduan untuk 

memungkinkan perencanaan belanja masa depan. Semua pemasukan dan 

Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD.Pendapatan dan 

pengeluaran daerah tersebut dikaitkan dengan pelaksanaan tugas-tugas yang di 

desentralisasi.Tetapi pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan 

pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dimasukkan dalam 

APBD. 

APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun 

anggaran. APBD adalah rencana pelaksanaan pendapatan daerah dan belanja 

daerah dalam rangka desentralisasi pada tahun anggaran tertentu.Pemungutan 

pendapatan dari seluruh daerah bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dalam APBD.Demikian pula dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, 

semua pengeluaran dan pendapatan daerah yang membebani daerah dilaksanakan 

sesuai dengan besaran dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. 
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Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN, yaitu dimulai 

pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun yang 

bersangkutan. Sehingga keuangan daerah dapat dikelola, dikendalikan dan 

diawasi sesuai dengan kerangka waktu tersebut. APBD telah menyiapkan metode 

kinerja, sistem anggaran, yang mengutamakan alokasi upaya untuk mencapai hasil 

kerja atau keluaran dari biaya atau masukan yang direncanakan. 

Besarnya penerimaan yang dianggarkan dalam APBD merupakan 

perkiraan ukuran wajar yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan. 

Pendapatan tersebut dapat direalisasikan ketika jumlah anggaran yang telah 

ditentukan terlampaui.Dalam hal pengeluaran, besaran pengeluaran anggaran 

merupakan batas maksimum dari setiap jenis pengeluaran tidak dapat melebihi 

jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan anggaran belanja harus didukung 

oleh kepastian pendapatan yang memadai apabila anggaran tidak tersedia atau 

tidak mencukupi untuk mendanai pengeluaran tersebut, setiap pejabat dilarang 

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.APBD 

terdiri dari anggaran pendapatan dan pembiayaan, dan pendapatan terdiri dari 

pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, pajak daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lainnya. Bagian dari dana 

perimbangan, termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana 

alokasi khusus, diikuti oleh pendapatan yang sah, seperti hibah atau dana darurat. 

Pembiayaan mengacu pada setiap pendapatan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran untuk dipulihkan pada tahun anggaran yang bersangkutan 

dan tahun anggaran berikutnya. 
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2.1.5.2 Fungsi-fungsi APBD 

Fungsi APBD jika ditinjau dari kebijakan fiskal yaitu: 

a. Fungsiotorisasi adalah menjadikan APBD sebagai dasar pelaksanaan 

pendapatan dan belanja negara tahun ini 

b. Fungsi perencanaanartinya APBD menjadi pedoman bagi pengelolaan 

kegiatan perencanaan tahunan. 

c. Fungsi pengawasan berarti anggaran daerah berfungsi sebagai pedoman 

untuk menilai apakah kegiatan pemerintahan daerah telah memenuhi 

peraturan yang telah ditetapkan. 

d. Fungsi alokasi berarti anggaran daerah harus ditujukan untuk 

menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

perekonomian. 

e. Fungsi distribusi berarti kebijakan anggaran daerah harus 

menitikberatkan pada keadilan dan kewajaran.    

f. Fungsi stabilisasi artinya anggaran pemerintah daerah menjadi alat 

untuk menjaga dan mengupayakan keseimbangan fundamental 

perekonomian daerah 

2.1.5.3 Tujuan APBD 

Setiap tahun pemerintah daerah menyusun APBD.Tujuan penyusunan 

APBD adalah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi 
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keseimbangan yang dinamis, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di 

daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, 

dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 

Pada akhirnya, semua itu ditujukan untuk tercapainya masyarakat adil dan 

makmur, baik material maupun spiritual bedasarkan Pancasila dan UUD 1945, 

serta untuk mengatur pembelanjaan daerah dan penerimaan daerah agar tercapai 

kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. 

 

2.1.5.4 Prinsip-prinsip APBD 

 Asas yang berlaku pada pengelolaan APBD juga berlaku dalam 

pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Daerah yang telah dijelaskan 

di dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu: 

a. Kesatuan, prinsip ini mengharuskan semua pendapatan dan pengeluaran 

negara/daerah dicantumkan dalam dokumen anggaran.. 

b. Universalitas Prinsip ini mengharuskan setiap transaksi keuangan tercermin 

sepenuhnya dalam dokumen anggaran. 

c. Setiap tahun, prinsip ini membatasi validitas anggaran untuk tahun tertentu.  

d. Spesialitas, prinsip ini mensyaratkan kredit anggaran yang diberikan secara 

jelas menentukan tujuannya.  

e. Sistem akrual, prinsip ini mensyaratkan anggaran tahun anggaran untuk 

menanggung pengeluaran yang harus dibayar, atau anggaran untuk 
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memperoleh manfaat dari pendapatan yang diterima, meskipun uang tunai 

belum benar-benar dibayarkan atau diterima. 

f. Kas, Prinsip ini mensyaratkan bahwa anggaran tahun anggaran menjadi beban 

pada saat dana dicairkan/diterima dari/ke kas daerah 

2.1.5.5 Dasar-Dasar Hukum APBD 

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai 

dengan: 

a. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, 

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah yang disingkat APBD, 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, dan 

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

2.1.5.6 Kebijakan APBD 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) menjadi acuan dalam perencanaan 

operasional anggaran. Kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa fiskal 

sedangakan operasional anggaran berkaitan dengan sumber daya.Menurut 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 22 Tahun 2011 KUA mencakup hal-hal yang 

sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-

hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: 
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a. Cerminan keadaan ekonomi makro tercantum pada penanda pertumbuhan   

ekonomi makro daerah; 

b. Anggapan dasar penataan Rancangan APBD Tahun Anggaran yang 

tercantum pada laju inflasi, perkembangan PDRB serta anggapan yang lain 

terpaut dengan keadaan ekonomi. daerah; 

c. Kebijakan pendapatan daerah yang mencerminkan perkiraan sumber rencana 

serta besaran pendapatan daerah untuk anggaran tahun yang akan datang dan 

strategi pencapaian. 

d. Kebijakan belanja daerah yang menggambarkan suatu perencanaan program 

dan kebijakan strategis mengupayakan dalam meningkatkan pembangunan 

daerah yang bertujuan untuk sinkronisasi dan manifestasi arah kebijakan 

antara pemerintah daerah dan pusat untuk pencapaian strategi 

e. Kebijakan pembiayaan dalam mencerminkan surplus serta defisit anggaran 

daerah suatu langkah antisipasi pada kondisi pembiayaan daerah suatu 

rangkaian menanggapi tuntutan untuk pembangunan daerah dan langkah 

pencapaian strategi. (Permendagri Nomor 22 Tahun 2011). 

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah 

2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Menurut (Baldric, 2017: 23) Pendapatan asli daerah (PAD) adalah 

penerimaan daerah dalam memperoleh sumber-sumber daerah dari wilayahnya 

sendiri untuk dipungut sesuai peraturan daerah atau undang-undang yang masih 

berlaku. Sektor pendapatan daerah sangat penting dalam memegang peranan, 
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dikarenakansektor ini dapat meilihat akan sejauh mana suatu daerah dalam 

membiayai segala aktivitas pembangunan dan pemerintahan daerah. 

Menurut (UU No. 28 Tahun 2009) Pendapatan Asli Daerah 

yangbersumber keuangan daerah yang dapat digali dari potensi daerah yang 

bersangkutan yang bersumber dari hasil pendapatan pajak daerah, pendapatan 

retribusi daerah, hasil pendapatan pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-

lain pedapatan asli daerah yang sah. 

PAD adalah sektor terpenting bagi daerah untuk suatu rangkaiandalam 

pelaksanaan asas desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 

pasal 1 mengenai desentralisasi merupakan penyerahan segala wewenang 

pemerintah pusat oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam mengatur serta 

mengurus urusan rumah tangga pemerintahan terhadapsuatu system Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). PAD suatu daerah meliputi: pendapatan 

pajak daerah, hasil retribusi daerah, bagi hasil BUMD, dan pengelolaan kekayaan 

daerah serta pendapatan lain. Dana perimbangan, pinjaman daerah, dan 

penerimaan lain adalahyang bersumber dari pendapatan tambahan dalam 

mendukung PAD, untuk sumber terpenting dalam PAD adalah pendapatan pajak 

daerah serta retribusi daerah. Penerimaan daerah dari bagi hasil laba perusahaan 

daerah (BUMD) relatif kecil dikarenakan apabila BUMD dalam kondisi rugi, 

maka akan berdampak pada kontribusi dari sektor ini terhadap PAD. 

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 

mengenai dana perimbangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 (18) menyatakan 

“Pendapatan asli daerah, yang disebut PAD merupakan pendapatan yang 
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diperoleh daerah untuk dipungut berdasarkan penetapan peraturan daerah sesuai 

dengan UU yang berlaku”. 

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang dapat diperoleh 

melalui sumber potensi daerah itu sendiri, semakin tinggi pertumbuhan 

PADdalam struktur keuangan, akan tinggi pula tingkat kemampuankeuangan 

daerah melakukan segala aktivitas daerah dalam malaksanakan pembangunan 

(Carunia, 2017). 

Pendapatan asli daerah (PAD) dapat bersumber dari pendapatan pajak 

daerah, pendapatan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah diapat diartikan 

baik apabila dapat memenuhi segala pembiyaan daerah dalam modal 

pembangunan,pencapaian tersebut apabila tingkat presentase dapat melebihi 70% 

dari jumlah penerimaan PAD (Carunia,2017). 

Menurut Halim & kusufi (2012) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah 

adalah seluruh pendapatan daerah yang dapat berasal dari berbagai sumber potensi 

ekonomi asli daerah. Penerimaan tersebut dapat diperoleh daerah dari semua 

sumber daerah itu sendiri yang dapat dipungut sesuai dengan peraturan daerah 

serta berdasarkan Undang-Undangan yang telah ditetapkan. 

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah 

dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan 

pembangunan daerah pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan 

bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan 

meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. 



24 
 

 
 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang dapat 

berasal dari hasil pendapatan pajak daerah, hasil pendapatan retribusi Daerah, 

hasil pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah, serta bertujuan agar dapat memberikan hak 

dalam keleluasaan daerah untuk menggali sumber pendanaan agar tercapainya 

otonomi daerah sebagai wujud dari desentralisasi (Penjelasan Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004). 

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2010 mengenai tata cara pemberian 

insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah agar tercapainya 

pelaksanaan otonomi daerah, daerah dituntut untuk kemandirian 

pemerintahdaerah dalam melaksanakan pengambilan kebijakan strategis 

desentralisasi secara lebih bertanggung jawab.  

Oleh dikarenakan, Pajak serta Retribusi yang sudah diserahkan menjadi 

tanggung jawab pemerintah daerah akan menjadi suatu bagian kebijakan 

desentralisasi fiskal baik dari provinsi sampai ke kabupaten/kota dapat dikelola 

serta ditingkatkan menjadi suatu sumber pendapatan daerah. Hal tersebut sebagai 

pengingat Pajak serta Retribusi adalah pendapatan asli daerah yang merupakan 

sumber pendanaan untuk keberlangsungan dalam membangun daerah agar 

tercapainya otonomi daerah. Sebagai pelaksanaan pemungutan Pajak dan 

Retribusi masih terdapat beberapa persoalan mengenai kesadaran wajib pajak 

yang relatif masih rendah hal ini memerlukan upaya dan peran aktif petugas 

pemungutan pajak khususnya dalam proses penagihan serta pemeriksaan pajak 
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pada jenis pajak yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak maupun jenis pajak 

yang dipungut melalui ketetapan kebijakan kepala daerah.  

Dalam hal ini agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

berdasarkan asas pengelolaan pemerintahan terbaik (good governance), 

terutamauntuk mengelola dan menggali semua sumber Pajak serta Retribusi, 

Pemerintah Daerah agar memberikan suatu Insentif sebagai dukungan penghasilan 

untuk Instansi sebagai Petugas Pemungut hasil Pajak dan Retribusi dalam 

pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan hal itu, pemberian dukungan 

Insentif dapat diharapkan sebagai upaya dalam peningkatan kinerja suatu Instansi 

yang bertugas Pemungut pendapatan Pajak dan Retribusi, meningkatkan etos kerja 

pegawai dan pejabat Instansi, penerimaan daerah, serta pelayanan terhadap 

masyarakat.Pemberian dukungan Insentif dapat diharapkan petugas pengelola 

pemungutan Pajak dan Retribusi dituntut bekerja untuk jujur, bertanggung jawab, 

dan bersih. 

2.1.7 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

Sumber-sumber pendanaan dalam pelaksanaan asas desentralisasi yang 

terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, 

dan Lain-Lain penerimaan yang sah. Sumber PAD adalah sumber potensi 

keuangan daerah dalam mengali wilayahnya sendiri. 

Sebagaimana hal ini berkaitan negara, setiap pemerintah daerah memiliki f 

tanggung jawab dan fungsi agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan 

kehidupan dengan cara melakukan pembangunan diseluruh bidang hal ini telah 

tercantum melalui UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah 
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menjelskan bahwa “Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan 

melaksanakan otonomi, seluas-Iuasnya dalam mengurus serta mengatur sendiri 

urusan pemerintahan berdasarka tugas pembantuan dan otonomi”. (Pasal 10) 

sebagaimana hak, kewenangan, dan kewajiban yang telah diberikan Kepada 

daerah dalam mengurus serta mengatur rumah tangga, adalah suatu upaya dalam 

peningkatan peran pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber potensi 

daerahnya dalam pengelolaan berbagai sumber penerimaan daerah agar lebih  

efektif dan efisien terutama PAD wilayahnya. 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah bahwa 

Pemerintah Daerah mengisyaratkan untuk mengurus rumah tangga sendiri 

memberikan berbagai sumber penerimaan atau pendapatan keuangan Daerah 

dalam membiayai segala aktivitas agar dalam pelaksanaan urusanpemerintah serta 

pembangunan agar terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 

berdasarkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang diatur 

oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu: 

1. Hasil pajak daerah 

Pajak adalah sumber pokok keuangan bagi daerah diselain retribusi 

daerah. Pengertian pajak secara luas sudah dikemukakan oleh para ahli, 

misalnya Rochmad Sumitro telah merumuskan “Pajak daerah atau pajak lokal 

adalah pajak yang dipungut oleh masing-masing daerah, seperti Provinsi, kota 

atau kabupaten”. 

sebagaimana Siagin telah merumuskan, “pajak negara yangtelah 

diberikan kepada daerah serta dinyatakan sebagai pajak daerah menurut 
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peraturan UU yang ditetapkan berguna dalam membiayai segala pengeluaran 

daerah sebagai suatu instansi hukum publik”. Dalam hal ini ciri-ciri yang 

menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan seperti berikut: 

a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang telah diberikan kepada 

daerah merupakan pajak daerah; 

b. Penyerahan dilaksanakan berdasarkan ketetapan undang-undang; 

c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan ketetapan undang-

undang atau peraturan hukum yang berlaku 

d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan dalam membiayai 

pelaksanaan berbagai urusan rumah tangga daerahnya dan  membiayai 

pengeluaran daerah sebagai instansi hukum publik; 

2. Hasil retribusi daerah  

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 mengenai retribusi daerah menyatakan 

bahwa retribusi daerah merupakan pemungutan atas pembayaran  pemberian 

izin tertentu dan jasa terutama yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan  pribadi dan hukum. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa 

umum, retribusi jasausaha, dan retribusi perizinan tertentu.Retribusi daerah 

merupakan iuran daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu 

terutama yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah sebagai 

kepentingan badan atau pribadi.Pertumbuhan  retribusi daerah mempunyai 

potensi yang baik untuk peningkatan  pendapatan asli daerah, retribusi tersebut 

telah diperoleh pemerintah daerah dipergunakan dalam membiayai kembali 

pembangunan daerah tersebut. (Carunia,2017: 85-88) 
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Ciri-ciri retribusi daerah: 

a. Retribusi di pungut oleh pemerintah daerah 

b. Dalam melakukan pungutan adanya paksaan secara ekonomis 

c. Adapun kontraprestasi  secara langsung yang dapat ditunjuk 

d. Retribusi diperkenakan kepada setiap badan atau orang yang 

merasakan atau menggunakan setiap jasa yang telah disiapkan oleh 

negara. 

 

Retribusi daerah dikelompokkan dalam tiga golongan retribusi, yang terdiri 

atas: 

1. Retribusi jasa umum 

Retribusi jasa umum adalah retribusi  jasa yang diiberikan atau 

disediakan oleh pemerintah daerah dalam mencapai tujuan kemanfaatandan 

kepentingan umum dan dapat dirasakan oleh badan atau orang pribadi, 

sebagaimana retribusi jasa umum di tetapkan sebagai berikut: 

a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak serta bukan retribusi jasa 

usaha  perizinan tertentu atau retribusi jasa usaha 

b. Jasa tersebut adalah wewenang daerah untuk melaksanakan 

desentralisasi 

c. Jasa ini memberikan manfaat terutama untuk badan atau orang 

pribadi yang diwajibkanuntuk membayar retribusi, dilain sisi agar 

melayani kemanfaatan atau kepentingan umum 

d. Jasa ini telah memenuhi syarat diperkenakan retribusi 
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e. Retribusi ini tidak menyimpang dengan arah kebijakan Negara 

mengenai pelaksanaan. 

f. Retribusi ini bisa dipungut secara efisien serta efektif dan 

merupakan suatu sumber potensi penerimaan daerah. 

g. Pungutan retribusi dimungkinkan tersedianya jasa ini dengan 

peningkatan dana serta kualitas pelayanan terbaik. 

Adapun jenis retribusi jasa umum meliputi: 

a. Retribusi pelayanan kesehatan 

b. Retribusi pelayanan kebersihan 

c. Retribusi pengantian biaya cetak kartu tanda pendudukdan akte 

catatan sipil 

d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 

e. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum 

f. Retribusi pelayanan pasar 

g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor 

h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

i. Retribusi pengantian biaya cetak peta 

j. Retribusi pengujian kapal perikanan 

2. Retribusi jasa usaha 

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dengan menganut asas komersial karena adanya dasar 

dapatdisediakan dari sektor swasta. 

Jenis retribusi jasa khusus atau usaha adalah: 
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a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah 

b. Retribusi pasar grosir atau pertokoan 

c. Retribusi tempat pelelangan 

d. Retribusi terminal 

e. Retribusi tempat khusus parker 

f. Retribusi tempat penginapan 

g. Retribusi penyedotan kakus 

h. Retribusi rumah potong hewan  

i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal 

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

Kekayaan daerah yang dipisahkan diartikan sebagai kekayaan daerah 

yang dilepaskan dari penguasaan umum dan dipertanggung jawabkan oleh 

anggaran belanja daerah serta dimaksudkan agar  dipertanggungjawabkandan 

dikuasai sendiri. 

Sebagaimana  hasillaba perusahaan daerah adalah salah satu dari 

pendapatan daerah yang modal untuk semuanya atau sebagiannya ialah 

kekayaan daerah yang dipisahkan. Telah sewajarnya wilayah agar dapat 

membangun perusahaan terutama diartikan sebagai penambah penghasilan 

daerah serta dilain sisi tujuan khusus untuk meningkatkan produksi, untuk 

semua jenis aktivitas usahanya dititkberatkan mengarah kepada pembangunan 

daerah terutama dalam pembangunan ekonomi nasional pada umumnya dan 

kesenangan serta ketentraman kinerja agar perusahaan dapat mencapai 

masyarakat adil dan makmur.dikarenakan, dalam segala batas tertentu 
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perusahaan harusnya dikelola secara professional serta wajib berpegang 

kepada asas ekonomi, yaitu efisiensi. (Penjelasan terhadap UU No.5 Tahun 

1962) 

Menurut  ketentuan di atas selanjutnya walaupun perusahaan daerah 

adalah suatu komponen yang dapat diharapkan dalam memberikan 

kontribusinya terhadap penerimaan daerah, akan tetapi sifat khusus 

dariperusahaan daerah bukanlah berorientasi terhadap profit (keuntungan), 

tetapi  dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum serta memberikan jasa. 

Dan atau pernyataanlain, perusahaan daerah melakukan fungsi ganda yang 

wajib terjamin keseimbangannya, yaitu fungsi ekonom dan social. 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d, meliputi: 

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; 

b. Jasa giro; 

c. Pendapatan bunga; 

d. Keuntungan seIisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan 

komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; 

2.1.8 Pertumbuhan 

Menurut Halim dalam (S,Elvandri& Baihaqi, 2016) menyatakan laju 

pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah untuk mempertahankan serta 
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meningkatkan pencapaian daerah agar lebih berhasil dari tahun ke tahun 

berikutnya. 

Menurut Mahmudi (2016) Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah 

bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran 

berjalan atau selama tahun anggaran keuangannya terjadi pertumbuhan negatif 

atau positif. Pertumbuhan yang positif dinyatakan bahwa kinerja keuangan 

pendapatan cenderung mengalami peningkatan, sedangkan pertumbuhan negatif 

dinyatakan bahwa kinerja keuangan pendapatan terjadi  penurunan. 

Menurut Halim & Kusufi  (2016) menyatakan pertumbuhan (growth ratio) 

diukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah untuk mempertahankan 

serta meningkatkan pencapaiannya yang sudah dicapai dari periode ke periode 

berikutnya, serta berguna dalam mengevaluasi berbagai potensi penerimaan 

daerah.  

2.1.9 Efektivitas 

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas merupakan hubungan antara tujuan 

serta output  dan bisa dinyatakan ialah ukuran seberapa jauh tingkat output 

prosedur dan kebijakan dari organisasi. Efektivitas dapat berhubungan dengan 

keberhasilan derajat salah satu operasi terhadap sektor publil sehingga salah satu  

aktivitas dinyatakan efektif jika aktivitas tersebut memiliki pengaruh yang besar 

pada kemampuan dalam menyediakan suatu pelayanan kepada masyarakat yang 

merupakan sasaran yang telah ditetapkan . 

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas merupakansuatu ukuran 

keberhasilan dalam pencapaian tujuan untuk organisasi mencapai suatu tujuan. 
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Apabila suatu organisasidapat mencapai tujuan maka organisasi tersebut sudah 

berjalan secara efektif.Indikator efektivitas mencerminkan jangkauan akibat dari 

dampak (outcome) dari keluaran (Output) program untuk pencapaian tujuan 

program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian 

tujuan atau sasaran yang ditetapkan, akan semakin efektif proses kinerja satuan 

organisasi. 

2.1.10 Kemandirian 

 Kemandirian keuangan daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

memiliki kemampuan untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat, yang selama ini digunakan sebagai 

sumber pendapatan daerah (transfer pusat) atau pinjaman (Halim dan Kusufi, 

2012). 

2.1.11  Kontribusi Pendapatan Asli Daerah 

Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan asli 

daerah kabupaten/kota memberikan kontribusi yang besar terhadap APBD, mulai 

dari pajak daerah, pajak daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Jika pemerintah daerah 

dapat mengelola dan mengatur keuangan daerah serta menyediakan dana untuk 

semua kegiatan daerah yang mendorong pembangunan, maka perimbangan dana 

fiskal antara pemerintah pusat dan daerah akan stabil. Dan ini akan tercermin dari 

kemampuan suatu daerah untuk menjadi daerah otonom dan memanfaatkan 

potensi daerah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki tingkat 

partisipasi terendah dalam penyesuaian fiskal daerah otonom. Dari sisi 
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pendapatan, jika keuangan daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah secara 

berkelanjutan berdasarkan pembangunan ekonomi daerah, tanpa memperburuk 

keuangan daerah, maka keuangan daerah berhasil.Alokasi faktor produksi dan 

rasa keadilan social Dan biaya untuk memperoleh pendapatan daerah secara 

efektif dan efisien.Inti dari desentralisasi fiskal adalah mewujudkan kemandirian 

daerah dalam pengelolaan daerah. Dari sisi dana, desentralisasi fiskal menjadi 

faktor utama stabilnya pasokan dan optimalisasi operasional dana pembangunan 

daerah. Pendapatan daerah merupakan variabel utama yang menentukan derajat 

kemandirian daerah atau sering disebut dengan derajat desentralisasi fiskal. 

Derajat desentralisasi fiskal ditentukan berdasarkan rasio pendapatan daerah 

terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar nilai derajat desentralisasi fiskal, 

maka semakin besar pula kemandirian daerah dalam mendanai tugas-tugas daerah. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Menurut Sugiyono (2014:93) mengemukakan bahwa kerangka 

berpikirmerupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan 

dengan berbagaifaktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang 

penting.Dengan demikian, kerangka konseptual akan memperlihatkan alur 

pemikiran dalam penelitian. Berikut kerangka konseptual yang terdapat dalam 

penelitian ini yakni : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber :Konsep yang disesuaikan untuk penelitian (2020) 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Indarwani dengan judul “Analisis 

Kinerja PAD Kota Pariaman Dari Tahun 2011-2017” penelitian ini bertujuan 

untuk menentukan perkembangan dan menganalisis kinerja PAD yang diukur dari 

analisis keuangan daerah, yaitu melihat tingkat PAD, pertumbuhan PAD, rasio 

efektivitas PAD, Rasio elastisitas, dan rasio pajak Pariaman. Hasil Penelitian 

Menunjukkan Kinerja PAD Pariaman Mempunyai kinerja yang baik hal ini 

terbukti dengan perkembangan yang terjadi pada penerimaan riil PAD, efektivitas 

penerimaan PAD selalu menunjukkan angka yang positif setiap tahunnya  

PAD Kota 

Tanjungpinang 

Rasio 

Perrtumbuhan 

PAD 

Rasio 

Efektivitas 

PAD 

Rasio 

Kemandirian 

PAD 

Kesimpulan  

Analisis Data 
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Penelitian dari jasasila, dengan judul “ Analisis Kinerja Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Batanghari”. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 

kinerja PAD Kabupaten Batang hari terlihat dari penrtumbuhan efektivitas PAD, 

dan kemandirian daerah. Dalam penelitian didapatkan hasil penelitian bahwa 

pertumbuhan efektivitas PAD  dari tahun 2012 mengalami fluktuasi , dimana 

peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2014 tetapi pada tahun 2015 ada 

penurunan, realisasi PAD mengalami penurunan yang disebabkan oleh jatuhnya 

harga minyak kelapa dan karet.  

Penelitian dari Laurens Derosario Berwulo,Vecky A. J Masinambow , 

Patrick C. Wauran (2017) dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Di Kota Jayapura”. Dalam penelitian ini didapatkan hasil penelitian bahwa 

Perkembangan pendapatan asli daerah di kota jayapura sejak tahun awal 

penelitian hingga tahun akhir penelitian terus mengalami pertumbuhan yang 

positif dan terjadi peningkatan tiap tahunnya. Efektivitas penerimaan daerah pada 

PAD menunjukkan angka yang positif setiap tahunnya dengan angka 

efetivitasdiatas 100%. Sedangkan, Kemandirian kota Jayapura dalam hal 

penerimaan masih tergolong ama kecil, dimana awal penelitian berada pada angka 

dibawah 10% dan angka kemandirian tertinggi adalah 18%, ini menunjukan 

meskipun pendapatan asli daerah kota Jayapura terus tumbuh positif setiap 

tahunnya, namun belum menjanjikan kemandirian karena pendapatan daerah dari 

alokasi anggaran pemerintah pusat masih amat besar. 

Dari jurnal Internasional Penelitian yang dilakukan oleh Rini Yuliandari, 

Taufik Chaidir, dan Hadi Mahmudi, 2017 dengan judul penelitian “Analisis 
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Efektivitas dan Efisiensi pemungutan pajak hotel dan restoran untuk 

meningkatkan pendapatan Asli Daerah di Mataram. Penelitian ini bertujuan untuk 

menemukan dampak, efisiensinya, penampilannya Serta sumbangan pajak dari 

hotel dan restoran ke arah pendapatan regional asli di Mataram dari 2011 sampai 

2016.Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif untuk studi kasus sebagai 

pengumpulan data.Hasilnya Menunjukkan bahwa dampak dan efisiensi 

pengumpulan pajak dari hotel dan Restoran di Mataram dianggap dalam kategori 

yang efektif dan efisien. Sementara itu, sumbangan dari koleksi pajak hotel dan 

restoran pajak regional adalah 0,27% dan 0,13% terhadap pendapatan asli 

regional, sehingga pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi yang baik pada 

pajak regional dan Pendapatan daerah asli di Mataram. Selain itu, kinerja hotel 

dan pajak restoran dalam kategori berkembang. 

Dari jurnal internasional penelitian yang dilakukan oleh Iwan Noor 

Suhasto, Nova Maulud Widodo, dan Sundaru Guntur Wibowo, tahun 

2020.Pembangunan daerah membutuhkan ketersediaan dana besar. Oleh karena 

itu perlu untuk memaksimalkan sumber penerimaan daerah. Wilayah Jawa Timur 

yang memiliki sumber pendapatan daerah yang cukup banyak berasal dari dana 

pajak daerah yang berfungsi untuk meningkatkan sistem dan mekanisme 

pembangunan daerah otonom. Fokus penelitian ini adalah mengetahui efektivitas 

dan kontribusi pajak daerah. Penelitian ini dilakukan didaerah setempat 

Pemerintah Ex Karesidenan Madiun.Data yang digunakan dipenelitian ini adalah 

data sekunder, data dianalisis secara kuantitatif.Data dianalisis dengan 

menggunakan analisis efektivitas pajak, dan kontribusi pajak daerah dan 
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kemudian di klasifikasikan berdasarkan keefektifan dan kontribusi pajak 

daerah.Penilaian keefektifan pajak dapat disimpulkan efektivitas pajak daerah 

dalam 3 tahun menunjukkan hasil yang maksimum dengan criteria yang sangat 

efektif. Karena efek yang diberikan kepada target dinyatakan lebih dari 100%. 

Dapat disimpulalkan di wilayah Jawa Timur untuk 3 tahun berkontribusi pada 

kriteria 20%-30% dari pendapatan asli daerah.Pajak daerah tertinggi di tahun 

2015-2017.
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penilitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Dimana penelitian dengan menggunakan pendekatan ini memiliki 

tujuan untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, rumus 

rasio, merupakan jenis penelitian tentang subjek tertentu dimana subjek tersebut 

terbatas, maka kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku sebatas pada subjek 

yang diteliti. 

Menurut (Zulganef, 2018:9) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan menggambarkan sesuatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak 

memilah-milah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu. 

Menurut (Lexy, 2011) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dimaksudkan agar memahami fenomena mengenaiapa yang dialami oleh subjek 

peneiltian seperti persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah.

3.2 Jenis Data 

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan 

data primer. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh penliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data 
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sekunder menurut Indriantoro dan Supomo (2014) merupakan sumber data 

penilitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) data sekunder umumnya berupa bukti, 

catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Menurut Husein Umar (2013) 

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu 

atau perseorangan seperti hasil dari wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti 

.Sedangkan menurut Nur Indrianto dan Bambang Supono (2013:142) data primer 

adalah: “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data 

adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Wawancara 

 Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode 

survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pegawai  Dinas 

DPPKAD. 

3.3.2 Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

melihat membaca, mempelajari kemudian mencatat data yang ada hubungannya 
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dengan obyek penelitian. Misalnya dengan cara mempelajari dokumen-dokumen 

dan arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. 

 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis 

data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, maka teknik pengolahan data yang dilakukan 

dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat literature, runtun, logis, tidak 

tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi 

data diantaranya melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan pembuatan kesimpulan serta verifikasi. 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Proses pengambilan dan data kualitatif dilakukan dengan cara pengamatan 

dan wawancara kepada narasumber pada tempat penelitian, serta 

pengambilan terhadap data yang sudah jadi dalam bentuk tabel, file pdf, 

laporan keuangan pemerintah berupa target dan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah kota tanjungpinang, struktur organisasi, Peraturan Daerah dan 

Undang-Undang, dan data lain-lain. 

2. Tahap Reduksi Data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilahan, merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting dicari 

tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 
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mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya apabila diperlukan. 

3. Tahap Penyajian Data 

Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi 

peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan, hal ini 

merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga 

kelihatan jelas bentuknya dan kelihatan utuh. Data tersebut kemudian 

dipilah-pilah dan disisikan untuk dibagi menurut kelompok dan disusun 

sesuai kategori yang sejenis un tuk ditampilkan agar selaras dengan 

permasalahan yang dihadapi. 

4. Tahap Verifikasi Dan Kesimpulan 

Tahap terakhir dari proses pengolahan data yaitu verifikasi dan penarikan 

kesimpulan yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah 

ditampilkan, kesimpulan ini nantinya akan menjadi sebuah data yang 

terkait dengan objek penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah di kota 

Tanjungpinang 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu proses atau kegiatan menyelesaikan 

suatu penelitian yang dibuat sesuai dengan metode yang digunakan. Adapun 

analisis data dapat diolah menjadi suatu informasi yang mudah dipahami dan 

diinterpresikan.Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian dengan mengumpulka, menyusun, mengolah, dan menganlisis dokumen 
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yang telah diperoleh sehingga dapat memberikan informasi dan mendiskripsikan 

kepada pembaca. Penelitian ini menggunakan beberapa rasio seperti pertumbuhan 

rill Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas PAD, kemandirian daerah, 

mengukur kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD), serta menghasilakn beberapa kriteria dalam mengukur rasio pada 

penelitian ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota 

Tanjungpinang. 

3.5.1 Pertumbuhan Penerimaan Rill Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Pertumbuhan Penerimaan riil PAD salah satu alat ukur yang digunakan 

untuk mengukur pertumbuhan PAD. Pertumbuhan PAD merupakan suatu proses 

kenaikan penerimaan PAD dari tahun sebelumnya yang didukung karena faktor-

faktor tertentu. Ada beberapa macam penerimaan daerah yaitu pajak daerah, 

retribusi daerah, hasil kekayaan usaha daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD 

yang sah. Untuk melihat pertumbuhan PAD Kota Tanjungpinang dalam 5 tahun 

penelitian yaitu dari tahun 2015-2019 dapat menggunakan rumus: 

 

Keterangan: 

G   :  Tingkat pertumbuhan 

 : Jumlah PAD tahun sekarang 

 : Jumlah PAD tahun sebelumnya 
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3.5.2 Rasio Efektivitas 

Menurut Halim (2012) Rasio efektivitas keuangan daerah 

otonom(selanjutnya disebut “Rasio EKD”) Menurut Halim (2012) menyatakan 

bahwa Rasio Efektivitas mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk 

merealisasikanPendapatan yang telah direncanakan, kemudian dibandingkan 

dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin 

tinggi Rasio Efektivitas mencerminkan kemampuan daerah yang semakin baik.. 

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut : Berikut adalah hasil Efektivitas, dimana 

jika mendekati 100 maka tergolong efektif pelaksanaan PAD suatu daerah, tapi 

jika mendekati nol maka semakin tidak efektif pengelolaaan kinerja PAD suatu 

daerah. Menurut Halim ( 2012 ) Rasio efektivtas keuangan daerah otonom 

ditetapkan berdasarkan potensi rill daerah. Rasio dirumuskan sebagai berikut : 

TABEL 3.1 

Klasifikasi Kriteria Efektivitas 

Persentase Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

90% - 100% Efektif 

80% - 90% Cukup Efektif 

60% - 80% Kurang Efektif 

Sumber: Depdagri,Kemendagri No. 690.900.237 

 

 

3.5.3 Rasio Kemandirian 

Ratio Kemandirian adalahkemampuan Pemerintah Daerah Kota 

Tanjungpinang dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya. Ini 
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ditunjukkan dari besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah 

yang berasal dari sumber lain yaitu, bantuan pemerintah pusat serta dari pinjaman 

daerah 

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap 

sumber dana eksteren. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa 

tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama 

pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula 

sebaliknya.Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara 

membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan 

transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi 

angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerahsemakin tinggi kemandirian 

keuangan daerahnya. Rasio Kemandirian Daerah dapatdihitung dengan rumus 

sebagai berikut (Mahmudi, 2016:140) 

Tabel 3.2 

Klasifikasi Kriteria Kemandirian Daerah 

Persentase Kemandirian Daerah 

0,00 – 10,00 Sangat Kurang 

10,01 – 20,00 Kurang 

20,01 – 30,00 Sedang 

30,01 – 40,00 Cukup 

40,01 – 50,00 Baik 

>50,00 Sangat Baik 

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 
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